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ABSTRAK 

Partai politik merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi untuk 

menyambungkan aspirasi dari masyarakat luas maupun kelompok kepada penguasa 

atau pemerintah. Demi mewujudkan negara yang demokratis di Indonesia harus 

dimulai dari internal partai politik itu sendiri. Namun yang menjadi permasalahan 

adalah manakala tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di 

dalam undang-undang partai politik dampaknya akan sangat luas. Dampak dari tidak 

adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik adalah menghambat 

regenerasi kepemimpinan partai politik, terjadinya dinasti politik keluarga diinternal 

partai politik, timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dan sikap kesewenang-wenangan 

oleh ketua umum partai politik. Dampak yang muncul sebagaimana yang telah penulis 

paparkan maka perlunya suatu pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan dua 

pendekatan: pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan 

konsep (Conseptual Approach). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bahwa adanya urgensi 

pembatsan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia berdasarkan prinsip-

prinsip demokrasi konstitusional untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai 

selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama satu 

periode, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut, sebab partai 

politik termasuk jabatan publik yang memegang peranan yang sangat sentral dalam 

berdemokrasi. Kedua, perlunya mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum 

partai politik di Indonesia melalui UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 

No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan cara melakukan  judicial review ke 

MK apabila ada hak konstitusional yang diciderai atas berlakunya undang-undang 

tersebut, yang mengakibatkan anggota partai politik tidak bisa mencalonkan dirinya 

menjadi ketua umum partai politik (ada hak konstitusional yang terciderai). Cara yang 

kedua yakni dilakukan revisi undang-undang melalui prosedur perubahan dilembaga 

DPR dan melalui prosedur perubahan sebagaimana yang tertuang di UU No. 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk merubah Pasal 23 

ayat (1) tentang pergantian ketua umum partai politik. 

Kata Kunci: Pembatasan; Jabatan Ketua Parpol; Demokrasi Konstitusional 
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ABSTRACT 

Political parties are an important instrument in a democratic country to 

connect the aspirations of the wider community and groups to the authorities or 

government. In order to create a democratic state in Indonesia, it must start from 

within the political parties themselves. However, the problem is that if there is no 

limitation on the term of office of the general chairman of a political party in the 

political party law, the impact will be very broad. The impact of not limiting the term 

of office of the general chairman of a political party is that it hampers the regeneration 

of political party leadership, the occurrence of family political dynasties within 

political parties, the emergence of abuse of power and arbitrary attitudes by the 

general chairman of a political party. The impact that arises as the author has 

explained is the need for a limitation on the term of office of the general chairman of 

a political party. 

This research is a type of normative legal research and uses two approaches: 

a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this 

research are primary legal materials and secondary legal materials. 

The results of this research are as follows: first, that there is an urgency to 

limit the term of office of general chairmen of political parties in Indonesia based on 

the principles of constitutional democracy to limit the term of office of general 

chairmen of parties to 5 (five) years and they can be re-elected with the same position 

once. periods, whether consecutive or non-consecutive, because political parties are 

public offices that play a very central role in democracy. Second, there is a need to 

regulate limitations on the term of office of general chairs of political parties in 

Indonesia through Law no. 2 of 2011 concerning Amendments to Law no. 2 of 2008 

concerning Political Parties by conducting a judicial review to the Constitutional 

Court if there are constitutional rights that are violated due to the enactment of this 

law, which results in political party members not being able to nominate themselves 

to become general chairman of the political party (there are constitutional rights that 

are violated). The second way is to revise the law through the amendment procedure 

at the DPR institution and through the amendment procedure as stated in Law no. 12 

of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations to amend Article 23 

paragraph (1) concerning the change of general chairman of political parties. 

Keywords: Restrictions; Position of Chair of Political Parties; Constitutional 

Democracy 
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